


DARI KULIAH 1
• Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir

yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.

• PDB ingin meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai tunggal (uang), yang sering
dianggap ukuran kinerja suatu perekonomian (negara) selama kurun setahun. 
Dihitung berdasarkan System of National Accounts (SNA) yang umum berlaku
secara internasional. 

• SNA menyajikan aturan dan prinsip akuntansi secara umum yang wajib
digunakan oleh seluruh negara dalam menyusun statistik neraca nasional. SNA 
telah diupdate beberapa kali, terkini SNA 2008. Dalam implementasinya, ada
beberapa penyesuaian mengingat perbedaan kondisi negara. 

• Indonesia menerapkan SNA 2008 yang telah disesuaikan dengan kondisi
perstatistikan yang ada di Indonesia. Pedoman terkini Sistem Neraca Nasional 
Indonesia (SNNI) pada tahun 2013. Penyesuaian perhitungan PDB nya dilakukan
mulai data 2010.

• PDB Indonesia 2019 (1 Januari sd 31 Desember) sebesar Rp15.834 triliun. 

• Output tersebut dikelompokkan dalam 17 sektor lapangan usaha (53 subsektor). 

1 / 25



KONSEP PDB MENURUT PENGELUARAN

• Bisa ditelusuri pengunaan output sebesar Rp15.834 triliun tadi. 

• Dipergunakan untuk apa dan oleh siapa saja. Dari sudut
pandang pengguna, nilai barang dan jasa adalah pengeluaran. 

• Dalam pengertian sehari-hari dibeli oleh siapa saja. Secara
akuntansi, sebagian output dianggap dibeli oleh produsennya
sendiri. 

• Dengan demikian, PDB dapat dilihat sebagai pengeluaran total 
atas output perekonomian atau penggunaannya dalam kurun
waktu tertentu. Rincian datanya biasa disebut PDB menurut
Pengeluaran atau PDB menurut Penggunaan.

• Tentu nilainya sama dengan PDB menurut Lapangan Usaha
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PDB MENURUT PENGGUNAAN 
(PENGELUARAN)
• Secara teknis, penghitungan PDB menurut pengeluaran dilakukan secara

independen dengan menggunakan data dasar yang berbeda dari PDB menurut
Lapangan Usaha.

• PDB menurut lapangan usaha lebih menjelaskan tentang proses produksi. 

• PDB menurut pengeluaran (expenditure) menjelaskan tentang besaran nilai
produk atau barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam suatu wilayah 
domestik untuk digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. 

• Konsumsi akhir adalah penggunaan produk dalam bentuk barang atau jasa untuk
dikonsumsi habis (atau tidak untuk diproses lebih lanjut)

• Realisasinya dalam bentuk: 1. pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; 2. 
pengeluaran konsumsi akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
(LNPRT);3. pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; 4. Pembentukan Modal 
Tetap Bruto (PMTB); 5. serta ekspor barang dan jasa.

• Implisit dari itu, unit institusi perekonomian dianggap terdiri lima sektor, yaitu: 
korporasi nonfinansial, korporasi finansial, pemerintahan umum, rumah tangga, 
dan LNPRT.
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1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 8.965.837,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 206.013,17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.385.881,54
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 5.119.490,64
5. Perubahan Inventori 226.922,80
6. Ekspor Barang dan Jasa 2.914.635,60
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 2.991.963,31
Diskrepansi Statistik 7.125,82
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO 15.833.943,40 

Sumber data: BPS Gambar disalin dari publikasi BPS

PDB 2019 MENURUT PENGELUARAN (Rp Miliar)

STRUKTUR PDB PENGELUARAN 2019 (%)
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PDB MENURUT PENGELUARAN Atas Dasar Harga Berlaku 2010-2019
(Dalam Milyar Rupiah) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 3786062,9 4260075,5 4768745,1 5321087,6 5915194,2 6490929,7 7027023,5 7623056,1 8274211,7 8965837,1

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 72758,9 80529,9 89585,8 103929,0 124242,0 130950,6 144499,4 160594,4 180815,2 206013,2

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 618178,0 709450,8 796848,3 908574,3 996197,4 1123749,9 1181613,1 1239469,7 1336613,1 1385881,5

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 2127840,7 2451914,0 2819026,5 3051496,2 3436923,7 3782011,9 4040201,8 4370574,8 4789384,7 5119490,6

5. Perubahan Inventori 129094,6 131328,6 202638,4 178090,5 220230,6 144178,9 158867,1 210636,3 338633,6 226922,8

6. Ekspor Barang dan Jasa 1667917,8 2061886,2 2118979,0 2283776,7 2501424,8 2438992,7 2367365,2 2742060,5 3111923,4 2914635,6

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 1537719,8 1868075,0 2152937,0 2359212,1 2580508,0 2394879,3 2273528,0 2606283,0 3268839,0 2991963,3

Diskrepansi Statistik 0,0 4616,0 -27181,5 58391,9 -43999,6 -189601,5 -244313,6 -150283,2 75568,8 7125,8

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO 6864133,1 7831726,0 8615704,5 9546134,0 10569705,3 11526332,8 12401728,5 13589825,7 14838311,5 15833943,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 55,16% 54,40% 55,35% 55,74% 55,96% 56,31% 56,66% 56,09% 55,76% 56,62%

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,06% 1,03% 1,04% 1,09% 1,18% 1,14% 1,17% 1,18% 1,22% 1,30%

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 9,01% 9,06% 9,25% 9,52% 9,43% 9,75% 9,53% 9,12% 9,01% 8,75%

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 31,00% 31,31% 32,72% 31,97% 32,52% 32,81% 32,58% 32,16% 32,28% 32,33%

6. Ekspor Barang dan Jasa 24,30% 26,33% 24,59% 23,92% 23,67% 21,16% 19,09% 20,18% 20,97% 18,41%

PORSI MASING-MASING KOMPONEN PENGELUARAN ATAS PDB INDONESIA 2010-2019

Sumber data: BPS

Sumber data: BPS
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PORSI KONSUMSI DALAM PDB 2019: 66,67%
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PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA 
(PK-RT)

• Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa
oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. 

• Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau sekelompok individu yang 
tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal, mengumpulkan sebagian
atau seluruh pendapatan dan kekayaannya, serta mengonsumsi barang dan jasa
secara kolektif, utamanya makanan dan perumahan. 

• Konsumsi akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mencakup:

1) Nilai barang dan jasa yang berasal dari pembelian;

2) Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari transaksi barter; 

3) Perkiraan nilai barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja sebagai bagian
dari kompensasi tenaga kerja; 

4) Perkiraan nilai barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.
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Konsumsi akhir rumah tangga tidak mencakup:

1. Pengeluaran untuk mengadakan aset tetap dan barang-barang
berharga;

2. Pengeluaran untuk Usaha Rumah Tangga (URT);

3. Perbaikan besar tempat tinggal, seperti rekonstruksi, renovasi, dan 
sebagainya;

4. Pembayaran pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 
Pajak Penghasilan (PPh);

5. Pembayaran kredit, premi asuransi, dan dana pensiun; serta

6. Barang dan jasa yang berasal dari pemberi kerja untuk kegiatan
operasional usaha dan bukan bagian dari kompensasi tenaga
kerja
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Konsumsi rumah tangga diklasifikasikan ke dalam 12 (dua belas) jenis
menurut COICOP (Classification of Individual Consumption According to 
Purpose); BPS mengelompokkan dalam PDB menurut Pengeluaran menjadi 7 
kelompok

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;

2. Minuman beralkohol dan tembakau;

3. Pakaian dan alas kaki;

4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
lainnya;

5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan 
pemeliharaan rutin;

6. Kesehatan;

7. Transportasi;

8. Komunikasi;

9. Rekreasi dan kebudayaan

10. Pendidikan;

11. Penyediaan makan minum dan akomodasi;

12. Barang dan jasa lainnya.

(Milyar Rupiah) 2019

a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran 3.529.891,68

b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya 321.704,99

c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga 1.144.776,68

d. Kesehatan dan Pendidikan 616.504,64

e. Transportasi dan Komunikasi 2.042.268,50

f. Restoran dan Hotel 903.979,63

g. Lainnya 406.711,02

PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA 8.965.837,14
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Pengeluaran KONSUMSI Lembaga NonProfit
yang melayani Rumah Tangga (LNPRT)

• LNPRT mencakup LNP yang termasuk kelompok LNP yang melayani
rumah tangga. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi
kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan
sosial/ kebudayaan /olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, 
Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

• Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari: a. Konsumsi antara, contoh : 
pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, 
teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan
bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa 
perlengkapan kantor dll; b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, 
lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya; c. Penyusutan; d. Pajak
lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll

• LNPRT tahun 2019 sebesar Rp206 triliun

• Sebelum 2010, LNPRT masuk ke dalam kategori Konsumsi Rumah
Tangga
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PENGERTIAN KONSUMSI PEMERINTAH

• Pemerintah berperan sebagai konsumen dan produsen, dan 
regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal
maupun moneter. 

• Dalam SNA 2008, pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk
melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang
lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain 
yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. 
Jadi termasuk BI. 

• Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, 
seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau
individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau
pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau
kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam
produksi nonpasar.
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PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
• Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas

barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah
menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat secara
gratis atau pada harga yang tidak signifikan secara ekonomi.

• Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai PK-P sama dengan output 
nonpasar pemerintah, ditambah dengan nilai barang dan jasa yang dibeli
dari produsen pasar untuk disalurkan ke individu rumah tangga dengan
harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind) dan 
output Bank Indonesia, dikurangi dengan penerimaan dari penjualan
barang dan jasa. 

• Output nonpasar pemerintah diestimasi melalui pendekatan biaya-biaya
yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa pada 
individu atau masyarakat, diantaranya: konsumsi antara, kompensasi
pekerja, serta perkiraan konsumsi barang modal tetap.
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Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meningkat, namun
porsinya atas PDB turun selama 4 tahun terakhir
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Konsumsi Pemerintah cenderung meningkat, namun
porsinya atas PDB berfluktuasi; kini cenderung turun
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Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

• Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan
mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah, melalui
peningkatan kapasitas produksi. Di dalam konteks PDB, aktivitas investasi
dalam bentuk fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI).

• PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap
pada suatu unit produksi. 

• Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, 
pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru
dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter 
barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset
sumberdaya hayati yang dibudidaya. 

• Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer 
atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial 
leasing).
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Metode Penghitungan PMTB

• Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara
menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan
usaha). 

• Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di 
dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya
transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait
dengan pengadaan barang modal tersebut. 

• Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea
masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih
kepemilikan barang modal tersebut.

• Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai
pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini
dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang 
dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di 
antaranya dialokasi menjadi barang modal.
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PMTB 2019 sebesar Rp5.119,49 triliun. Terdiri dari a. Bangunan (3841T), b. 
Mesin dan Perlengkapan (543T); c. Kendaraan (254T);d. Peralatan Lainnya
(85T); e. CBR (277T); f. Produk Kekayaan Intelektual (119T). Nilainya
tumbuh, porsinya stagnan

(Milyar Rupiah) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

a. Bangunan 1580435,01 1791932,43 2053896,42 2242779,84 2569122,38 2844114,60 3037239,85 3283435,90 3566926,73 3841446,57

b. Mesin dan Perlengkapan 220377,75 280002,34 329147,21 343132,04 357548,27 377471,63 364798,08 405943,79 498444,70 543300,62

c. Kendaraan 123094,83 146579,79 179038,95 172446,35 163609,26 173850,61 208133,13 233934,30 258974,15 253821,79

d. Peralatan Lainnya 30761,07 35531,12 38480,46 41709,14 49215,11 59036,09 68916,16 77498,95 85899,17 84941,10

e. CBR 125663,44 145934,12 159227,30 177279,56 201675,94 225515,52 246681,32 254661,99 262701,92 276864,34

f. Produk Kekayaan Intelektual 47508,58 51934,22 59236,14 74149,22 95752,79 102023,40 114433,26 115099,84 116438,01 119116,22

PEMB MODAL TETAP DOMESTIK 

BRUTO 2127840,68 2451914,02 2819026,47 3051496,15 3436923,74 3782011,86 4040201,81 4370574,77 4789384,68 5119490,64
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Pada 2019, PMTB dari Bangunan 24,26% dari PDB atau 75% 
dari total PMTB. Porsi Mesin dan Perlengkapan amat kecil
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PERUBAHAN INVENTORI

• Pengertian sederhana dari inventori atau yang lazimnya dikenal sebagai
persediaan adalah berbagai barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan
diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain 
yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai guna yang lebih tinggi. 

• Dalam hal ini, inventori juga mencakup persedian barang yang masih dalam
pengerjaan serta barang jadi yang belu

• m dipasarkan yang masih ditahan/dikuasai oleh pihak produsen. Inventori dapat
dikelompokkan menjadi 5 jenis, antara lain:

1. Bahan baku dan penolong (materials and supplies);

2. Barang dalam penyelesaian (work in progress);

3. Barang jadi (finished products);

4. Barang/jasa untuk dijual kembali (goods for resale); dan

5. Inventori militer (military inventories).
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DISKREPANSI STATISTIK

• Oleh karena alasan teknis, PDB Indonesia menurut pengeluaran di 
Indonesia saat ini disajikan BPS dengan tambahan item yang disebut
“diskrepansi statistik”, yang pada tahun 2018 bernilai Rp86,82 triliun. 

• Diskrepansi statistik adalah semacam item lain-lain, yang tidak bisa
digolongkan kepada kategori yang tersedia, yang terutama sekali
berkenaan dengan perbedaan antara perhitungan pendekatan
pengeluaran dengan pendekatan produksi. 

• Padahal, yang paling diandalkan dan dijadikan patokan oleh BPS adalah
perhitungan dengan pendekatan produksi. 

• Selain itu, penggantian tahun dasar dari tahun 1993 menjadi tahun 2000 
yang mulai dilakukan sejak tahun 2004, dan tahun dasar 2010 yang mulai
dilakukan sejak tahun 2014 mengakibatkan perubahan cakupan barang
dan jasa, sehingga ada beberapa “penyesuaian” yang dimasukkan dalam
diskrepansi statistik.
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PDB menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku
2019 (Milyar Rupiah)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 8965837,14

a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran 3529891,68

b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya 321704,99

c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga 1144776,68

d. Kesehatan dan Pendidikan 616504,64

e. Transportasi dan Komunikasi 2042268,5

f. Restoran dan Hotel 903979,63

g. Lainnya 406711,02

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 206013,17

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1385881,54

a. Konsumsi Kolektif 857779,75

b. Konsumsi Individu 528101,79

4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 5119490,64

a. Bangunan 3841446,57

b. Mesin dan Perlengkapan 543300,62

c. Kendaraan 253821,79

d. Peralatan Lainnya 84941,1

e. CBR 276864,34

f. Produk Kekayaan Intelektual 119116,22

5. Perubahan Inventori 226922,8

6. Ekspor Barang dan Jasa 2914635,6

a. Barang 2500983,6

a.1. Barang Non-migas 2324590,21

a.b. Barang migas 176393,38

b. Jasa 413652

7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 2991963,31

a. Barang 2469827,21

a.1. Barang Non-migas 2153152,34

a.b. Barang migas 316674,86

b. Jasa 522136,1

Diskrepansi Statistik 7125,82

8. PRODUK DOMESTIK BRUTO 15833943,4

Sumber data: BPS
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PDB atas dasar harga
berlaku pada triwulan I-2020: 
Rp3.922,6 Triliun. 

Bertambah 3,67% dari
triwulan I-2019 (Rp3.783,9 T) 

Berkurang 2,39% dari
Triwulan IV-2020 (Rp4.018,8 
triliun)
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